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BAB 3 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan diatas, maka dapat diketahui hal – hal sebagai berikut: 

1. Pelaksanaan hak dan kewajiban pekerja dan pengusaha pada hotel Aina masih 

belum sepenuhnya sesuai dengan Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan dan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 

tentang Cipta Kerja. Pekerja belum sepenuhnya memperoleh hak – hak 

sebagai pekerja, antara lain: upah yang belum sesuai dengan upah minimum 

dan pemberian jaminan sosial, selebihnya terkait hak pekerja telah sesuai. 

Kemudian untuk hak – hak pengusaha masih ada yang belum sesuai, yaitu 

pengusaha mempunyai hak untuk membentuk dan menjadi anggota 

organisasi Perusahaan, selebihnya terkait hak pekerja telah sesuai. Kewajiban 

– kewajiban pekerja dan pengusaha sudah sepenuhnya dilaksanakan oleh 

pekerja dan pengusaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – 

undangan. 

2. Perjanjian kerja secara lisan yang dilakukan oleh pengusaha dan pekerja hotel 

Aina membuat penyampaian hak dan kewajiban juga dilakukan secara lisan 

pada saat wawancara kerja. Perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan 

tersebut akan mempengaruhi perlindungan terhadap hak atas status pekerja di 

hotel Aina, meskipun begitu berdasarkan peraturan perundang – undangan, 

perjanjian kerja yang dilakukan secara lisan tidak dilarang, namun perjanjian 

kerja yang dilakukan secara lisan wajib mempunyai surat pengangkatan, 
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namun pada perjanjian kerja lisan yang dilakukan oleh pekerja hotel Aina 

tidak mempunyai surat pengangkatan. 

 

B. Saran 

Peneliti memiliki beberapa saran yang ingin disampaikan kepada pihak – pihak 

yang terlibat dalam penelitian ini, antara lain: 

1. Teruntuk pengusaha hotel Aina, alangkah baiknya dapat memberikan upah 

tidak lebih rendah dari upah minimum disesuaikan dengan ketentuan dalam 

peraturan perundang – undangan yang berlaku, kemudian pengusaha hotel 

Aina dapat memberikan jaminan sosial kepada para pekerja yang disesuaikan 

dengan ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal tersebut 

dimaksudkan untuk menghindari permasalahan hukum di kemudian hari.  

Selain itu, pengusaha dapat memberikan sosialisasi berkaitan dengan hukum 

ketenagakerjaan, supaya para pekerja dapat lebih baik dalam memahami hak 

dan kewajiban sebagai pekerja. 

2. Teruntuk pekerja hotel Aina, alangkah baiknya para pekerja dapat 

mempertimbangkan kembali berkaitan dengan perjanjian kerja yang 

dilakukan dan para pekerja juga dapat mempertimbangkan kembali apabila 

kesepakatan yang dilakukan dengan pengusaha ada ketidaksesuaian dengan 

ketentuan peraturan perundang – undangan. Hal ini dimaksudkan untuk 

menghindari permasalahan hukum di kemudian hari serta para pekerja dapat 

menerima haknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan 

yang berlaku.   
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